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ABSTRACT 
This study analyzed the anti-corruption education management model amid academic units in 

Kepahiang District, Bengkulu Province. Participants in this study included the Head of the Education 

and Culture Office in the local district, curriculum developers in various educational units, and 

working groups (POKJA) from different academic departments. The data were gathered from 

interviews and documentation, then triangulated to pursue credible data. The data were carefully 

analyzed using an interactive model starting from collecting data, condensing data, displaying data, 

and drawing a conclusion. The findings revealed some phases in the anti-corruption education 

management model. The first phase was to encourage the local government in Kepahiang District to 

enact a regional regulation on implementing anti-corruption education amongst academic units. The 

second phase was the preparation of curricular documents for the TK, SD, SMP, and PKBM 

academic units. During this phase, working groups were formed to prepare syllabi and lesson plans 

(RPP) for anti-corruption education in TK, SD, SMP, and PKBM units. Working groups (POKJA) 

comprised the principals, teachers, and tutorials formed by the curriculum department, the head of 

education and culture office, and an education practitioner from a university. The next phase was a 

workshop on the syllabi and lesson plan preparation by inviting educational experts, after which the 

settlement and legalization were carried out. Future research is expected to conduct a multivariate 

analysis of anti-corruption management factors and constructs to provide balanced data from a 

quantitative standpoint. 

Keywords: education management; anti-corruption education; curriculum development; anti-

corruption learning development 

 

ABSTRAK 
Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis model manajemen pendidikan antikorupsi pada satuan 

pendidikan di Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu. Berbagai pihak seperti Kepala Dinas Dikbud 

di Kabupaten setempat, Bidang kurikulum di berbagai satuan pendidikan, dan kelompok kerja 

(POKJA) dari berbagai satuan pendidikan dilibatkan sebagai subjek. Data diambil melalui wawancara 

dan dokumentasi yang selanjutnya ditriangulasi untuk mencapai data yang kredibel. Mengadopsi 

model interaktif, data dianalisa secara teliti mulai dari pengumpulan data, pentemaan data, presentasi 

data, sampai pada penarikan simpulan. Temuan penelitian ini mengungkap beberapa fase dalam 

model manajemen pendidikan antikorupsi. Tahap pertama adalah membujuk pemerintah daerah di 

Kabupaten Kepahiang untuk mengesahkan peraturan daerah yang mengamanatkan penerapan 

pendidikan antikorupsi di sekolah. Pengembangan dokumen kurikulum satuan pendidikan TK, SD, 

SMP, dan PKBM merupakan tahap kedua. Pada fase ini dibentuk kelompok kerja untuk 

mengembangkan kurikulum dan rencana pelajaran antikorupsi untuk semua satuan pendidikan. 

Bagian kurikulum, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepahiang, dan praktisi pendidikan 

dari universitas membentuk kelompok kerja (POKJA) yang terdiri dari kepala sekolah, guru, dan 

tutor. Fase berikutnya adalah lokarya hasil penyusunan silabus dan RPP dengan mengundang para 

pakar pendidikan yang selanjutnya dilakukan penyelesaian dan legalisasi. Penelitian selanjutnya 

diharapkan agar melakukan analisis multivariat terkat faktor-faktor dan konstruk manajemen 

antikorupsi agar dapat memberikan data berimbang dari sudut pandang kuantitatif. 

Kata Kunci: manajemen pendidikan; pendidikan antikorupsi; pengembangan kurikulum; 

pengembangan pembelajaran antikorupsi  
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A. PENDAHULUAN 

Meski berbagai upaya telah dilakukan, tindakan korupsi tetap saja terjadi. Menurut 

data KPK yang dirilis pada 5 Mei 2021, korupsi di tahun 2021 terjadi di tingkat penyelidikan 

sebanyak 41 kasus, tingkat penyidikan sebanyak 22 kasus, tingkat penuntutan sebanya 34 

kasus, dan tingkat eksekusi sebanyak 1818 kasus (Data Nasional KPK). Di Kabupaten 

Kepahiang, salah satu Kabupaten di Provisinsi Bengkulu yang menjadi orientasi penelitian 

ini, kasus korupsi yang teridentifikasi berafiliasi dengan dugaan korupsi dana desa, korupsi 

tanah kantor kecamatan, dan kasus gadai. Lebih memprihatinkan lagi bahwa pelaku-pelaku 

korupsinya adalah mereka yang berlatar belakang pendidikan tinggi dan formal. Selain 

merugikan negara dan kepentingan umum, perbuatan korupsi juga merusak tatanan sosial 

sebagai variabel pengikat harmonisasi masyarakat.  

Penanganan korupsi memerlukan lebih dari sekedar pendekatan hukum. Penanganan 

korupsi juga memerlukan lingkungan pembiasaan yang positif, salah satunya adalah dengan 

mengintegrasikan nilai-nilai antikorupsi dalam sistem pendidikan. Pengintegrasian tersebut 

akan secara behavioris, kognitif, dan konstruktif membantu menginternalisasikan nilai-nilai 

dan prinsip-prinsip antikorupsi ke dalam pribadi peserta didik. Tiga paradigma internalisasi 

dalam pendidikan tersebut akan sangat menyokong penanaman nilai-nilai antikorupsi ke 

dalam pribadi peserta didik, sebagaimana menurut teori behaviorisme bahwa pengetahuan 

(dalam hal ini nilai-nilai antikorupsi) diakuisisi melalui pengalaman (Boghossian 2006). 

Kognitivisme menempatkan penekanan yang lebih besar pada pemrosesan informasi (dalam 

hal ini nilai-nilai antikorupsi) (Böddeling 2020; Warsah et al. 2021). Teori konstruktivisme 

membimbing pelajar untuk memetakan pengetahuan baru (dalam hal ini nilai-nilai 

antikorupsi) mengunakan pengetahuan dan pengalaman terkait yang ada (Banihashem et al. 

2021). Bila diinternalisasikan ke dalam pembelajaran dan pendidikan, penjiwaan peserta 

didik terhadap nilai-nilai antikorupsi akan terbangun secara efektif. Dengan demikian, 

pendidikan antikorupsi sangat penting untuk dilaksanakan (Denisova-Schmidt, Huber, and 

Prytula 2019). 

Penanaman nilai-nilai antikorupsi dalam pendidikan membutuhkan peran manajemen 

pendidikan yang efektif. Berbasis pada esensi manajemen pendidikan dalam hal ini, maka 

peneliti melakukan studi awal di berbagai sekolah yang terletak di Kabupaten Kepahiang 

Provinsi Bengkulu, dan peneliti menemukan fenomena bahwa terlihat ada upaya penerapan 

pembelajaran antikorupsi pada satuan pendidikan di Kabupaten Kepahiang. Dalam hal ini, 

upaya penerapan meliputi beberapa hal, yaitu: (1) Penetapan peraturan perundang-undangan 

berupa peraturan Bupati atau keputusan kepala daerah tentang pelaksanaan pendidikan 

antikorupsi di berbagai satuan atau unit pendidikan di Kepahiang. Satuan pendidikan yang 

dimaksud adalah TK, SD, SMP, dan PKBM. (2) Pengembangan kurikulum pendidikan 

antikorupsi yang sistematis, yang meliputi: (a) Mengidentifikasi informasi, seperti nama 

sekolah, mata pelajaran, kelas/semester, dan tahun ajaran. (b) Menurut Peraturan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 37 Tahun 2018, kompetensi esensial meliputi: (K1, K2, 

K3 dan K4). (c) Kolom kompetensi dasar juga memuat acuan Permendikbud Nomor 37 

Tahun 2018. Materi pendidikan anti korupsi yang memuat topik Pancasila dan pendidikan 

kewarganegaraan. Sikap, pengetahuan, dan keterampilan dasar ditulis dalam 1.1, 2.1, 3.1, dan 

4.1. (d) Materi pelajaran sejalan dengan konsep silabus Kemendikbud 2017. (e) Materi dan 

daya dukung pembelajaran tercermin dalam kolom kegiatan pembelajaran. (f) Merujuk 

kepada Mendikbud 2016 untuk berbagai penilaian meliputi pengetahuan, sikap, dan 

keterampilan. (g) mengalokasikan waktu berdasarkan kompleksitas materi dan menunjukkan 

tujuan pembelajaran. Dan (h) sumber belajar mengeluarkan semua potensi yang dapat 

digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Bagaimanapun juga, konsep manajemen 

pendidikan antikorupsi di Kabupatan Kepahiang masih belum teridentifikasi dengan akurat 

dan ilmiah. 
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Dalam kajian literatur terkait pendidikan antikorupsi, peneliti mengindentasi beberapa 

penelitian terkait yang sudah dilakukan oleh penelitian terdahulu. Penelitian-penelitian 

terhadulu berorientasi pada beberapa fokus, seperti teori mekanisme metode pembelajaran 

antikorupsi (Ruslan A Abramov and Sokolov 2016; Nazkhanova 2018), kebijakan pendidikan 

antikorupsi (R.A. Abramov 2017) materi ajar pendidikan antikorupsi (Sarmini, Swanda, and 

Nadiroh 2017), persepsi guru terhadap pendidikan antikorupsi (Suyadi et al. 2020), 

pendidikan antikorupsi sebagai solusi pencegah konflik (Redo 2016), proposisi pendidikan 

antikorupsi sebagai sebagai faktor keamanan sosial (Vikhryan 2020), kurikulum untuk PAI 

yang dikembangkan dan dirujukkan pada fiqih tentang  antikorupsi (Misno 2020), dan 

pelajaran PAI yang menerapkan esensi nilai antikorupsi (Busiri 2020). Semua penelitian-

penelitian terkait telah berkontribusi terhadap kajian penelitian yang dilakukan sekarang. 

Bagaimanpun juga, dari yang peneliti amati, masih belum ada penelitian terkait pendidikan 

antikorupsi yang membawa kerangka manajemen pendidikan secara utuh sebagai kacamata 

analisis. Maka, dalam penelitian ini peneliti berusaha mengisi celah literatur, dengan 

melakukan penelitian yang berorientasi pada model manajemen pendidikaan antikorupsi pada 

satuan pendidikan di kabupaten kepahiang. 
 

B. TINJAUAN PUSTAKA 
a. Pendidikan Antikorupsi 

Dunia pendidikan menawarkan harapan untuk mempersiapkan generasi penerus yang 

antikorupsi. Mereka diajar, dididik, dilatih, dimotivasi, diarahkan, dibimbing, dan dibiasakan 

dalam lingkungan sekolah yang berbudaya pendidikan (Warsah and Nuzuar 2018; Warsah 

2020c). Internalisasi gaya berfikir, cara bersikap dan berperilaku berbasis konsep antikorupsi 

yang direalisasikan dalam pendidikan di sekolah merupakan semangat antikorupsi yang patut 

untuk dipelajari, karena sekolah merupakan proses pembudayaan (Walton and Peiffer 2017). 

Bila dikaji lebih detil, pendidikan antikorupsi adalah proses pendidikan yang direncanakan 

secara sistematis dengan memperhatikan berbagai aspek yang dihasilkan agar peserta didik 

memiliki pengetahuan/sikap/karakter antikorupsi. Terma korupsi itu sendiri memiliki makna 

yang berarti berarti kebobrokan (Vyas and Wu 2020). Korupsi secara harfiah berarti 

kebusukan, kejelekan, kejahatan, ketidakjujuran, suap, maksiat, dan penyimpangan dari 

kesucian (Nikolaev 2019). Pendidikan, pengajaran, pelatihan, pengembangan bakat, dan 

minat semuanya diselenggarakan oleh suatu satuan pendidikan. Ini adalah tempat yang ideal 

untuk menanamkan nilai-nilai antikorupsi. Menanamkan nilai-nilai antikorupsi merupakan 

metode live-in yang cocok untuk pendidikan antikorupsi karena mengembangkan potensi 

dasar siswa untuk memiliki integritas yang tinggi (Sakinah and Bakhtiar 2019). Sangat tepat 

jika pendidikan antikorupsi dilaksanakan di sekolah. 

Penanaman nilai-nilai antikorupsi ada dua bentuk: pertama melalui kegiatan kurikuler, 

seperti integrasi mata pelajaran PKn, Bahasa Indonesia, dan agama, dan kedua melalui 

kegiatan ekstrakurikuler seperti OSIS, Pramuka, dan pik-R. Pendidikan antikorupsi di satuan 

pendidikan berpotensi membentuk karakter siswa yang positif dan konstruktif. Ada 

kebutuhan besar akan internalisasi karakter seperti disiplin dan usaha keras, serta kejujuran, 

kesederhanaan, keberanian, kasih sayang, dan keadilan. Pemahaman tentang gagasan korupsi, 

kesejahteraan yang ingin dicapai, variabel-variabel yang berkontribusi dan mempengaruhi 

korupsi, serta peran pemuda dalam membantu mengurangi korupsi, semuanya digali secara 

konstruktif dalam pembelajaran berbasis antikorupsi. Pendidikan anti korupsi bagi siswa, 

menurut Sarmini et al. (2017), berisi petunjuk tentang pentingnya kebaikan, yang 

menyebabkan individu merasa malu ketika mereka tergoda untuk melakukan korupsi dan 

marah ketika mereka menyaksikan perbuatan korupsi. Sesuai Instruksi Presiden Nomor 17 

Tahun 2011 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 2012, yang menunjuk 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai penjamin untuk melakukan tindakan 
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berupa pengajaran antikorupsi sebagai disiplin dalam kurikulum, keinginan pemerintah untuk 

pendidikan anti korupsi harus dilaksanakan. Tujuan identitas nasional pendidikan dasar dan 

menengah adalah memasukkan cita-cita antikorupsi ke dalam kurikulum. 
 

b. Esensi Manajemen Pendidikan dalam Pendidikan Antikorupsi 

Meskipun secara ontologis sangat jelas bahwa pendidikan antikorupsi merupakan 

input esensial bagi pelajar di Indonesisa, bagaimanapun juga, masih banyak sekolah yang 

belum mengajarkan pendidikan antikorupsi, serta belum terlihat proses dan praktik 

pembelajaran antikorupsi. Banyak pemangku kepentingan lokal yang belum melaksanakan 

program pendidikan antikorupsi (Cochrane 2020). Pedagogi antikorupsi belum sepenuhnya 

dimasukkan ke dalam pendidikan resmi di Indonesia. Padahal, salah satu aspek terpenting 

dari upaya antikorupsi adalah melakukan langkah-langkah preventif agar kejahatan tersebut 

tidak terjadi, dan salah satu caranya adalah dengan internalisasi prinsip antikorupsi dalam 

sistem pendidikan (Cochrane 2020). Diduga salah satu penyebab kurangnya pelaksanaan 

pembelajaran pendidikan antikorupsi di satuan pendidikan adalah kurangnya pengetahuan 

tentang pengelolaannya. Untuk itu, salah satu alat terpenting untuk menjamin keberhasilan 

proses pembelajaran adalah sistem manajemen pengembangan pembelajaran yang baik dan 

efektif (Puspitasari et al. 2020; Warsah 2020c). Pembelajaran manajemen pembangunan 

berbasis cita-cita antikorupsi dapat dimasukkan ke dalam kurikulum muatan lokal. 

Kurikulum muatan lokal adalah kurikulum yang dibuat oleh dinas pendidikan provinsi atau 

kabupaten kota yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan setempat. Bila dikaitkan 

dengan usaha integrasi nilai-nilai antikorupsi dalam pendidikan, pengelolaan kurikulum 

dalam pendidikan antikorupsi bisa dilakukan dengan (1) mengubah isi atau materi, (2) 

mengubah proses belajar mengajar, (3) mengubah lingkungan belajar, dan (4) mengubah 

manajemen kelas. 

Berbicara mengenai esensi manajemen pengembangan pembelajaran sebagai faktor 

sentral dalam usaha penanaman nilai antikorupsi, ada baiknya kita kenali dulu ontologi dasar 

dari konseptualisasi manajemen pengembangan pembelajaran. Istilah manajemen mengacu 

pada seni mengatur atau mengelola sesuatu. Kata mengelola dalam bahasa Inggris berarti to 

control atau to manage. Manajemen merupakan ilmu sekaligus seni yang memerlukan konsep 

dasar pengetahuan, kemampuan menganalisis situasi, kondisi, dan sumber daya manusia yang 

ada, serta kemampuan memikirkan cara terbaik untuk melakukan kegiatan yang saling terkait 

untuk mencapai tujuan. Reynolds dan McKimm (2021) menjelaskan bahwa manajemen 

memerlukan upaya-upaya untuk mengerahkan dan memberdayakan seluruh potensi guna 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Terkait dengan istilah pengembangan, pengembangan 

dalam konteks pembelajaran diartikan sebagai pengambilan langkah-langkah pembelajaran 

dan mengubahnya menjadi persiapan teknis dan operasional untuk pembelajaran di kelas. 

Pengembangan pembelajaran ini terkait dengan esensi pengembangan kurikulum, yaitu suatu 

proses di mana pengembang kurikulum merencanakan dan mengembangkan kurikulum, serta 

mengatur kegiatan pembelajaran yang akan digunakan dalam kurikulum, sehingga kurikulum 

yang dihasilkan dapat digunakan sebagai bahan ajar. dan aturan untuk mencapai tujuan 

pendidikan (Nasution and Pasaribu 2020; Warsah 2020b; 2020a). Selanjutnya, istlah 

pembelajaran merepresentasikan proses mengonstruksi ilmu yang terkontrol oleh sistem yang 

sudah tertata berbasis rencana. Sistem yang dimaksud adalah kurikulum. Pelaksanaan 

pengembangan kurikulum dibagi menjadi tiga tahap, yaitu: (1) pembuatan program, seperti 

program tahunan, semester, triwulan, bulanan, mingguan, dan harian, serta program 

bimbingan dan konseling atau remedial. (2) Aplikasi pembelajaran, yang diartikan sebagai 

proses interaksi antara siswa dengan lingkungannya yang menghasilkan perubahan perilaku 

yang bermanfaat. (3) Evaluasi, yang meliputi penilaian menyeluruh secara menyeluruh dalam 
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rangka menilai pelaksanaan kurikulum, pengajaran, tujuan, fungsi, karakteristik, dan 

indikator lainnya, serta evaluasi akhir formatif atau sumatif (Warsah 2017). 
 

C. METODE 

Penelitian berlatar di kabupaten Kepahiang. Penelitian ini mengadopsi paradigma 

epistemologi yang merupakan kombinasi dari constructivism dan naturalism (Yazan 2015) 

yang direalisasikan ke dalam desain pendekatan kualitatif (Smith 2018) dengan tujuan untuk 

mendeskripsikan model manajemen kurikulum dalam pelaksanaan pendidikan antikorupsi di 

kabupaten Kepahiang. Dinas pendidikan nasional yang merupakan inisiator manajemen 

pendidikan antikorupsi pada satuan pendidikan di kabupaten Kepahiang merupakan objek 

dalam penelitian ini.  

Teknik wawancara dan dokumentasi rinci dilakukan terhadap pihak-pihak yang 

terlibat sebagai subjek penelitian, antara lain kepala dinas pendidikan dan kebudayaan 

kabupaten Kepahiang, bidang kurikulum, dan pokja satuan pendidikan TK, SD, SMP, dan 

PKBM. Penggunakan teknik wawancara dan dokumentasi, selain berperan sebagai usaha 

pengejaran data yang detil, juga berfungsi sebagai moda triangulasi teknik atau triangulasi 

metode. Triangulasi teknik atau metode dalam hal ini dimaknai sebagai suatu proses 

pembenturan data mentah yang dikumpulkan dari teknik yang berbeda untuk mengejar 

keselarasan data satu sama lain. Keselarasan data, dalam hal ini, sangat penting untuk 

menjamin kredibiliatas data yang peneliti kumpulkan.  

Data yang terkumpul diproses atau dianalisa secara interaktif sejalan dengan 

rekomendasi (Miles, Huberman, and Saldana 2014). Pengumpulan data, kompresi data, 

tampilan data, dan membuat simpulan adalah empat aspek dari paradigma analisis data 

interaktif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan prosedur wawancara dan 

dokumentasi, seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Untuk memudahkan proses analisis 

dan penyajian data pada tahap selanjutnya, dilakukan tahap pemadatan data dengan 

memetakan data mentah dari wawancara dan dokumen ke dalam tema-tema yang 

representatif (coding). Fase penyajian data selanjutnya dilakukan dengan mempresentasikan 

hasil pemetaan data berbasis tema-tema relevan ke dalam bentuk deskripsi. Penyajian data 

juga diikuti oleh diskusi berbasis literatur dan interpretasi kontekstual peneliti untuk 

memaknai esensi data yang dipresentasikan. Tahap terakhir, setelah data dipresentasikan 

dengan sistematis dan deskriptif, hasil penelitian disimpulkan.  
 

D. HASIL PEMBAHASAN 
a. Hasil  

Penyelenggaraan pendidikan antikorupsi di satuan pendidikan kabupaten Kepahiang 

memerlukan penjelasan yang sistematis. Narasi tersebut dipaparkan oleh Kepala Dinas 

Dikbud di Kabupaten Kepahiang. Untuk mempersiapkan generasi penerus bangsa untuk 

melanjutkan pembangunan bangsa, sikap antikorupsi harus ditanamkan pada mereka. Hal ini 

dilatarbelakangi oleh banyaknya tindakan korupsi yang terjadi saat ini dengan menggunakan 

berbagai cara. Namun, pelaksanaan pendidikan antikorupsi memerlukan upaya pengelolaan 

yang terkoordinasi (wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan Nasional, SAPM 2021). 

Menurut penjelasan tersebut, generasi usia sekolah di Kabupaten Kepahiang pada umumnya 

membutuhkan karakter antikorupsi yang diajarkan melalui jenjang pendidikan. Lebih lanjut 

disebutkan bahwa manajemen dalam upaya pelaksanaan pendidikan antikorupsi niscaya akan 

dimulai jika ada regulasi dari pemerintah daerah sebagai payung hukum, sehingga dinas 

Dikbud di Kabupaten Kepahiang mengajak, mendorong, dan bekerjasama dengan Bupati 

Kabupaten Kepahiang untuk penetapan Perda yang memuat kewajiban untuk menyampaikan 

materi pendidikan antikorupsi untuk satuan pendidikan (Wawancara dengan DINAS 

DIKNAS pada 13 April 2021). 



 

612 

 

Berdasarkan informasi tersebut, ditetapkan bahwa pelatihan antikorupsi 

membutuhkan kerangka hukum, yaitu peraturan bupati kabupaten Kepahiang. Lebih lanjut 

dijelaskan menyusul terbitnya peraturan Bupati yang mewajibkan adanya pelatihan 

antikorupsi di satuan pendidikan. Untuk melengkapi penjelasan di atas, dilakukan 

pengumpulan data tambahan melalui metode dokumentasi, yang meliputi dokumen 

pertemuan antara Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepahiang, kepala 

bidang kurikulum diknas, bagian hukum dan Bupati kabupaten kepahiang dengan agenda 

pembahasan rancangan peraturan dasar tentang pelaksanaan pendidikan antikorupsi pada 

satuan pendidikan di Kabupaten Kepahiang” (Dokumentasi Dinas Diknas Kabupaten 

Kepahiang, Mei 2021). 

Berdasarkan fakta di atas, pengelolaan penyelenggaraan pendidikan antikorupsi di 

kabupaten Kepahiang diprakarsai oleh dinas pendidikan nasional kabupaten Kepahiang. Apa 

tujuan pendidikan antikorupsi di satuan pendidikan? Memang, kurang lebih 7 tahun yang 

lalu, kepala dinas yang terlibat kasus korupsi di Provinsi Bengkulu adalah Kabupaten 

Kepahiang. Kabupaten Kepahiang yang juga merupakan pemekaran dari Kabupaten Rejang 

Lebong masih membangun sistem pemerintahan yang bersih (Wawancara dengan KA Dinas 

Diknas, 20 April 2021). Di bagian lain, beliau menekankan beberapa alasan mengapa 

pendidikan antikorupsi harus dilaksanakan, antara lain fakta bahwa “saat ini, ada persepsi 

bahwa tindakan korupsi adalah hal biasa, dan anak-anak usia sekolah tidak mengerti bahwa 

korupsi merugikan negara." Anak-anak belum membentuk sikap dan karakter antikorupsi, 

juga belum memahami definisi korupsi itu sendiri, sehingga mengganggu ketertiban dan 

negara. (Wawancara dengan Bidang Kurikulum DIKNAS DINAS, 19 April 2021). Menurut 

bidang kurikulum Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Kepahiang, “Perlunya pendidikan 

antikorupsi di Kabupaten Kepahiang merupakan hasil undang-undang nomor 30 tahun 2002 

tentang komisi pemberantasan korupsi pasal 13 dalam melaksanakan tugas pencegahan 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf d komisi pemberantasan.” Korupsi memiliki 

kewenangan untuk melakukan tindakan atau inisiatif pencegahan, seperti memberikan 

pendidikan anti korupsi di semua jenjang sekolah (wawancara, Bidang Kurikumlum, 19 April 

2021). 

Pada bagian lain, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepahiang 

menyatakan, “menyusul Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan 

Pendidikan Karakter disebutkan bahwa pendidikan karakter diperkuat, yang mengandung 

nilai-nilai anti korupsi seperti kejujuran. , disiplin, dan kerja keras, sehingga tidak ada anti 

korupsi sampai sekarang.” Kami percaya bahwa pendidikan antikorupsi akan menanamkan 

sikap dan karakter pada anak usia sekolah dan generasi berikutnya (Wawancara dengan 

Kepala DIKNAS DINAS, 14 April 2021). 

Untuk mendukung fakta tersebut di atas, dilakukan studi dokumentasi yang 

mendukung penjelasan tersebut. Memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengawasi, 

mengendalikan, mengkoordinasikan, dan bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan 

teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah berdasarkan peraturan perundang-

undangan menjadi tanggung jawab Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten 

Kepahiang. 93 SD, 27 SMP, PKBM, dan 91 unit TK siap menerima kursus antikorupsi, 

menurut surat kabar lainnya (Dokumen dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kepahiang, Mei 

2021). 

Setelah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Kabupaten Kepahiang tentang 

penyelenggaraan pendidikan antikorupsi di satuan pendidikan, tahapan pengelolaan berikut 

harus dinilai dengan menggunakan metodologi SWOT (Strengths, Weaknesses, 

Opportunities, and Threats), yang meliputi: 1) Materi antikorupsi dapat digunakan sebagai 

suplemen untuk mata pelajaran lain; 2) Anak-anak usia sekolah tersedia dan ingin menerima; 

dan 3) Mudah untuk dikoordinasikan. Weakness atau Kelemahan, meliputi: 1) Membuat 
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bahan ajar membutuhkan waktu; dan 2) Dibutuhkan waktu untuk mengembangkan PER 

BUP. Opportunities atau Peluang meliputi: 1) Visi bupati untuk pemerintahan yang bersih 

kuat; 2) Dinas pendidikan kepahiang telah menyatakan dukungan yang kuat; dan 3) Kegiatan 

ini dapat dilakukan dengan bantuan instansi terkait. Threats atau Faktor Yang Mengancam 

adalah: 1) Komisi DPR Kepahiang tidak selalu memberikan restu, terutama bagi profesi yang 

berhubungan dengan pendidikan (Wawancara dengan Kepala DIKNAS DINAS, 21 April 

2021). 

Menurut Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepahiang, strategi 

pemasaran 4P akan digunakan untuk mengawal pelaksanaan pembelajaran antikorupsi yang 

meliputi produk, harga, lokasi, dan promosi pelanggan. Berikut adalah contoh produk atau 

produk: 1) Adanya Peraturan Bupati di Kabupaten Kepahiang yang mengatur tentang 

penyelenggaraan pendidikan antikorupsi pada satuan pendidikan; 2) Adanya silabus 

pembelajaran antikorupsi untuk satuan SMP, SD, TK, PAUD, dan PKBM di Kabupaten 

Kepahiang; dan 3) Di Kabupaten Kepahiang, terdapat seperangkat rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP) antikorupsi untuk tingkat SMP, SD, TK, PAUD, dan PKBM. Terkait 

Price atau Harga, Nilai atau value yang dihasilkan oleh proyek perubahan ini jika berhasil 

adalah: 1) Adanya sikap dan kepribadian antikorupsi; dan 2) Instruksi antikorupsi sedang 

dilaksanakan. Place atau Tempat: 1) Pelaksanaan proyek perubahan ini akan berlangsung di 

wilayah kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepahiang. Promotion atau 

Promosi, maksudnya metode yang digunakan untuk mensosialisasikan proyek perubahan ini 

adalah: 1) Rapat koordinasi; 2) Media sosial; 3) Media elektronik; 4) Leaplet. Costumer atau 

Pelanggan, maksudnya stakehoders yang akan mempengaruhi dan memiliki kepentingan 

terhadap proyek perubahan ini adalah: 1) Dinas pendidikan dan Kebudayaan kabupaten; 2) 

Para guru; dan 3) Para siswa (Wawancara,Kepala DINAS DIKNAS 15 April 2021). 

Berdasarkan temuan wawancara dan dokumentasi, dapat disimpulkan bahwa gerakan 

persiapan pelaksanaan pendidikan antikorupsi di satuan pendidikan kabupaten Kepahiang 

dimulai dengan gerakan Dinas Dikbud di Kabupaten Kepahiang bekerjasama dengan 

pemerintah daerah untuk mengeluarkan keputusan Bupati. 

Kemudian disampaikan fakta lain, yaitu “Setelah terbitnya peraturan Bupati, langkah 

selanjutnya lebih bersifat teknis dalam rangka menyiapkan dokumen pembelajaran berupa 

silabus pembelajaran, rencana pembelajaran (RPP), alokasi waktu, penetapan sebagai materi 

pelengkap atau muatan lokal, di kelas berapa dan persiapan guru, serta penetapan tim Pokja 

(Wawancara dengan Ketua POKJA, SMP. 26 April 2021). Kunci pengelolaan penerapan 

pembelajaran antikorupsi adalah mempersiapkan tahapan teknis, seperti pengembangan 

kurikulum pembelajaran, termasuk silabus pembelajaran, rencana pembelajaran (RPP), dan 

penentuan sebagai topik itu sendiri. mendefinisikan apa kelas dan Alokasi Waktu dalam 

bentuk konten lokal atau sebagai suplemen. 

Untuk memperoleh informasi yang lebih tepat, diperoleh informasi bahwa “Sekolah 

tunduk pada Peraturan Bupati Kabupaten Kepahiang tentang pelaksanaan pembelajaran 

antikorupsi pada satuan pendidikan di Kabupaten Kepahiang. POKJA untuk satuan TK, 

POKJA untuk SD, POKJA untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan POKJA PKBM 

adalah POKJA yang telah dibentuk. POKJA ini akan dikepalai oleh seorang pimpinan 

pendidikan (Wawancara dengan KA POKJA SD, 26 April 2021). Bagian lain menemukan 

bahwa “tugas koordinator adalah mengelola semua rencana kegiatan seperti penyusunan 

silabus pembelajaran, penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran, penetapan sebagai 

materi pelengkap atau muatan lokal, panel atau workshop perangkat pembelajaran, legalisasi 

dan sosialisasi” (POKJA SMP, 27 April 2021). 

Dijelaskan pula bahwa setiap POKJA menyusun draf silabus, draf RPP, menyusun 

jadwal panel diskusi atau workshop untuk menerima masukan perbaikan, menyusun jadwal 



 

614 

 

legalisasi dan sosialisasi, serta menentukan tim atau anggota yang terlibat dalam rangkaian 

manajemen pelaksanaan pembelajaran dalam POKJA (POKJA SD, 21 April 2021). 

Informasi lain yang didapat adalah “Tugas kami membuat silabus kasar dan RPP 

pendidikan antikorupsi. Kami memutuskan untuk menjadi bahan pelengkap mata pelajaran 

PPKN di tingkat satuan pendidikan sekolah menengah pertama, dan kami menetapkan 

standar kompetensi yang harus dimiliki, indikator hasil belajar, alokasi waktu, dan jenis 

evaluasi terhadap mata pelajaran dan sub topik. Draf merupakan langkah awal yang kami 

buat karena akan dipresentasikan kepada pakar untuk mendapatkan masukan bagaimana cara 

memperbaikinya. Selanjutnya draf direvisi agar dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu 

legalisasi dan sosialisasi (POKJA SMP, 23 April 2021). 

POKJA TK menyatakan bahwa informasi tambahan akan diperoleh. “Kami adalah 

kelompok empat kepala TK yang bekerja sama untuk mengembangkan silabus dan RPP yang 

menerapkan pendidikan antikorupsi dan menekankan pada penanaman nilai-nilai antikorupsi 

melalui permainan dan pembiasaan. Tema yang kami pilih tentunya disesuaikan dengan tema 

nasional. Sebelum dokumen pembelajaran ini difinalisasi dan disahkan, akan diadakan 

workshop untuk Kepala TK dan guru TK lainnya (POKJA TK, 28 April 2021). 

Upaya penyelenggaraan pendidikan antikorupsi pada satuan pendidikan di Kabupaten 

Kepahiang, menurut informasi yang diperoleh dari berbagai sumber, dilakukan dengan upaya 

yang serius dan terencana. Keseriusan ini ditunjukkan dengan upaya membujuk pemerintah 

dasar, dalam hal ini Bupati Kabupaten Kepahiang, untuk menerbitkan/mengatur Peraturan 

Bupati. Hal ini sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) UU Sisdiknas yang mengatur bahwa 

pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan pelayanan dan fasilitas, serta menjamin 

terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat tanpa diskriminasi. 

Tahap selanjutnya adalah menetapkan kurikulum sebagai landasan pendidikan dalam 

bentuk silabus dan RPP setelah menetapkan yurisdiksi hukum sebagai kanopi hukum (RPP). 

Standar kompetensi, kompetensi dasar, mata pelajaran/materi pembelajaran, kegiatan 

pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian, penilaian, alokasi waktu, 

dan sumber belajar semuanya tercakup dalam silabus (Pipit 2018). Karena meliputi 1) kajian 

standar kompetensi dan kompetensi dasar yang tertuang dalam standar isi, 2) penetapan 

materi pelajaran/pembelajaran, 3) pengembangan kegiatan pembelajaran, 4) perumusan 

indikator pencapaian kompetensi, 5) penetapan jenis penilaian, dan 6) alokasi waktu, silabus 

ini merupakan bagian penting dari upaya penerapan pembelajaran antikorupsi (Puspitasari et 

al. 2020). 

Menurut Kepala DINAS Diknas, silabus akan menjadi pedoman dalam 

pengembangan pembelajaran, deskripsi program, barometer penilaian keberhasilan, dan bukti 

otentik/dokumen tertulis. Mengikuti pengembangan silabus pembelajaran antikorupsi untuk 

satuan pendidikan TK, SD, SMP, dan PKBM. Langkah selanjutnya adalah menyusun RPP 

(Wawancara dengan Ketua POKJA PKBM, 23 April 2021). 

Studi dokumentasi dilakukan untuk memperkuat data yang terkumpul. Fakta yang 

didapat adalah adanya POKJA untuk satuan pendidikan TK, SD, SMP, dan PKBM. Setiap 

kelompok kerja memiliki dokumen berupa foto, kehadiran, dan agenda. Agenda POKJA 

adalah membuat silabus dan RPP untuk masing-masing satuan pendidikan (Dokumentasi dari 

Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Kepahiang, Mei 2021). Selanjutnya dilakukan 

dokumentasi terhadap agenda POKJA, dan diketahui bahwa sudah ada silabus dan RPP 

satuan untuk satuan pendidikan TK, SD, SMP, dan PKBM. Sudah ada agenda workshop, 

finalisasi, dan legalisasi, dan silabusnya memuat topik pendidikan antikorupsi seperti 

pengertian korupsi, bentuk-bentuk korupsi, lembaga yang berwenang menangani korupsi, 

nilai-nilai pendidikan antikorupsi, pesan pemuda dalam mengurangi korupsi, dan instrumen 

internasional untuk mengurangi korupsi (Dokumentasi dilakukan pada Mei 2021). 

 



 

615 

 

b. Pembahasan 

Sebagai pembahasan, Satuan Pendidikan Kabupaten Kepahiang menerapkan model 

manajemen pendidikan antikorupsi yang dikembangkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten 

Kepahiang. Hal ini sejalan dengan tuntutan tugas pokok Kepala Dinas yaitu memimpin, 

mengatur, merumuskan, membina, mengawasi, mengendalikan, mengkoordinasikan, dan 

mempertanggungjawabkan pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan urusan 

pemerintahan daerah berdasarkan prinsip otonomi, serta tugas-tugas bantuan pendidikan yang 

menjadi kewenangannya. 

Konsep ini juga merespon Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang menyatakan 

bahwa tujuan pendidikan adalah berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia 

yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, 

kreatif, dan mandiri. serta warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Tujuan ini 

berfokus pada pengembangan karakter manusia, kejujuran, disiplin, inovasi, usaha keras, dan 

penghindaran perilaku korupsi. Pendidikan karakter juga mengajarkan sifat anti korupsi 

seperti kejujuran, disiplin, kerja keras, kemandirian, kasih sayang, dan tanggung jawab, 

sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 tentang 

Penguatan Pendidikan Karakter. 

Pendidikan antikorupsi tidak akan berlangsung sampai pemerintah daerah, dalam hal 

ini kepala daerah, Bupati, mengeluarkan peraturan perundang-undangan, sebagaimana 

tercantum dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Pendekatan manajemen 

kurikulum, yang dimulai dari legislatif kerangka aturan inti ini, dirancang untuk 

memungkinkan pendidikan anti-korupsi. Manajemen kurikulum, sebagaimana disebutkan, 

adalah metodologi kolaboratif, komprehensif, holistik, dan metodis untuk mencapai tujuan 

kurikulum (Mishra 2020). Sebagaimana tertuang dalam UU No. 32 Tahun 2003, pesan 

pemerintah daerah sangat penting dalam pengelolaan pendidikan. Pemerintah daerah 

memegang peranan penting dalam proses pencapaian otonomi pendidikan. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa perencanaan awal 

penyelenggaraan pendidikan antikorupsi di satuan pendidikan Kabupaten Kepahiang harus 

dimulai dengan kanopi hukum, yaitu peraturan daerah. Pembuatan makalah kurikuler berupa 

silabus dan RPP mengikuti payung hukum. Perencanaan proses pembelajaran, menurut 

peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 pasal 20, terdiri dari silabus dan rencana 

pembelajaran yang paling sedikit memuat tujuan pembelajaran, bahan ajar, teknik 

pengajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil pembelajaran. 

Silabus merupakan produk pengembangan kurikulum yang paling penting karena 

merupakan rencana tertulis bagi suatu satuan pendidikan yang harus dihubungkan dengan 

barang pengembangan kurikulum lainnya, seperti proses pembelajaran. Kurikulum ideal 

(Ideal prospect Curriculum) mengacu pada silabus, sedangkan kurikulum aktual (Actual/Real 

Curriculum) mengacu pada proses pembelajaran (Ludwig 2020). Silabus adalah rencana 

pembelajaran untuk suatu topik atau kumpulan mata pelajaran/tema yang memuat standar 

kompetensi, kompetensi dasar, mata pelajaran/materi pembelajaran, indikasi pencapaian 

kompetensi penilaian, pendidikan karakter, alokasi waktu, dan sumber belajar. 

(http://staffnew.uny.ac.id) Pengembangan silabus bersifat ilmiah, relevan, metodis, konsisten, 

tepat guna, terkini dan kontekstual, dapat disesuaikan, dan lengkap. 

Tahap pertama dalam mempersiapkan pembelajaran antikorupsi di Kabupaten 

Kepahiang adalah membuat silabus. POKJA menyusun silabus untuk satuan pendidikan TK, 

SD, SMP, dan PKBM. Standar kompetensi, kompetensi dasar yang harus dicapai, materi 

pembelajaran yang akan diberikan, dan materi pelajaran yang diselaraskan dengan 

kompetensi dasar, semuanya tercakup dalam silabus yang sistematis. 

Silabus disusun sedemikian rupa sehingga rencana proses pembelajaran secara 

keseluruhan dapat dilaksanakan, tujuan yang ingin dicapai dapat tercapai, karakter sasaran 
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dapat dibentuk, jenis RUU evaluasi yang akan digunakan ditata dengan jelas, bahan ajar dan 

sumber dapat dilacak, dan kualitas pembelajaran dapat terjamin karena standar kompetensi 

telah ditetapkan. Fase-fase yang harus diselesaikan, seperti kognitif, emosional, dan 

psikomotorik, menunjukkan keterampilan dasar dan penanda hasil belajar. 

Silabus pendidikan antikorupsi satuan pendidikan di Kabupaten Kepahiang dirancang 

secara gotong royong oleh Kepala Sekolah, Guru Senior, dan Guru Muda masing-masing 

POKJA satuan pendidikan. Setiap Pokja bertemu untuk berdebat dan bekerja sama dalam 

silabus, dengan mempertimbangkan berbagai situasi dan kriteria seperti bakat guru, kapasitas 

dukungan sekolah, dan kekurangan. Masing-masing POKJA ini dibimbing oleh bagian 

kurikulum Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Kepahiang dan praktisi pendidikan. 

Setelah dokumen silabus selesai dibuat, langkah selanjutnya adalah membuat Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Di dalam kelas, RPP merupakan pedoman guru. RPP 

adalah jenis silabus operasional langkah demi langkah yang dibuat oleh seorang guru untuk 

membantu mengajar keterampilan dasar dan standar kompetensi 

(www.guruPendidikan.co.id). Setiap Pokja menyiapkan metode khusus untuk melakukan 

pendidikan antikorupsi dalam RPP ini setelah mengevaluasi kekuatan dan keterbatasan 

sekolah. RPP ini sangat penting bagi guru yang akan mengajar karena akan menjadi pedoman 

pembelajaran. Hal ini sejalan dengan pernyataan bahwa “nilai RPP adalah dapat membantu 

instruktur memikirkan pelajaran sebelum pelajaran disampaikan, sehingga tantangan belajar 

dapat diramalkan”. dan solusi dapat diakses (Lee and Griffin 2021). 

RPP dalam Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007 meliputi identifikasi mata pelajaran, 

persyaratan kompetensi, kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, tujuan 

pembelajaran, bahan ajar, alokasi waktu, teknik pembelajaran, kegiatan pembelajaran, 

penilaian hasil belajar, dan sumber belajar. 

Penyusunan silabus dan RPP ini merupakan prasyarat dimulainya pendidikan 

antikorupsi. "Pada tingkat makro, keputusan mengenai konten kurikulum berlaku untuk 

kelompok besar siswa," menurut pernyataan itu. "Tujuan nasional untuk pendidikan dan 

standar kurikulum tingkat negara adalah contoh keputusan makro-kurikuler." Pada tingkat 

mikro, keputusan kurikulum dibuat yang mempengaruhi kelompok kecil murid di sekolah 

atau kelas. Semua guru adalah pencipta kurikulum tingkat mikro sampai batas tertentu, yang 

berarti mereka membuat banyak keputusan mengenai pengalaman instruksional yang mereka 

berikan kepada siswa di kelas mereka” (Warsah et al. 2020). tindak lanjut penyusunan silabus 

yang merupakan dokumen tertulis yang berfungsi sebagai persiapan mengajar, tidak memiliki 

standar materi pelajaran di seluruh tanah air, tetapi disesuaikan dengan kemampuan dasar dan 

daya dukung masing-masing sekolah. 

 

E. KESIMPULAN 

Model manajemen pendidikan antikorupsi di Satuan Pendidikan Kabupaten 

Kepahiang dimulai dengan pengaturan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk 

meminta keputusan kepada pemerintah daerah tentang penyelenggaraan pendidikan 

antikorupsi pada satuan pendidikan. TK, SD, SMP, dan PKBM adalah satuan pendidikan 

yang dimaksud. Setelah membentuk kerangka hukum, proses dilanjutkan dengan 

mengembangkan kurikulum pendidikan antikorupsi dalam dokumen, khususnya silabus dan 

rencana pembelajaran (RPP). Mekanisme penyusunan dokumen kurikulum meliputi 

penyusunan draf, lokakarya silabus dan RPP, finalisasi RPP dan silabus, dan pengesahan 

silabus dan RPP. 
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